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ABSTRAK 

Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN 

untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. 

Namun sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 

Primer dan Lahan Gambut menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan PTSL 

yang telah berjalan di Indonesia khususnya di Kabupaten Siak. Masyarakat yang 

telah memiliki Sertipikat tidak dapat melakukan perbuatan hukum jika tanahnya 

masuk ke dalam kawasan PIPPIB. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana proses pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak. 2) Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten 

Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah 

melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan 

gambut di Kabupaten Siak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

pemegang sertipikat yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak. Dalam penulisan ini 

penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang diambil dari data 

primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan 

primer dan bahan sekunder dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1)  Program PTSL 

merupakan program pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam 

pembuatan sertipikat. 2) Terbitnya Inpres Nomor 5 tahun 2019 tentang 

Penghentian Pemberian Izin Baru dan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 

Gambut menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL. 3) Masyarakat yang telah 

memiliki sertipikat dari program PTSL dan tanahnya masuk ke dalam kawasan 

PIPPIB, sertipikat tetap dapat dilakukan perbuatan hukum dengan membuat surat 

permohonan pelepasan PIPPIB ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terlebih 

dahulu mengajukan penerbitan Peta Analisis Penatagunaan Tanah pada Kantor 

Pertanahan.   
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